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Abstrak:

Tulisan mencoba memperlihatkan kaitan kejahatan politik, demikian pula kejakatan feron, sebagai

kejahatan-kejabatan. bermotifideologi dan jatubnya korban yang impersonal, anonim dan massal, Tidak

semua jenis kejahatan merefleksikan jaman dimana dia hidup. Ada masa dimana kejohatan bekerasan

sama seperti éeéem_sc_zn 1t sendiri, muncul dalam bentuk dan besaran yang amat mengerikan dari waktu

ke waktu. Ada tempat dimana kejabatan kekerasan amat rendah walau negara ity pernahmelakukan suatu

| prakiek kekerasan. kejakatan tidak selamanya merupakan tindak pidana (criminal act). Untuk menjad;

‘tindak pidana, maka perly ada upaya negara melokukan kriminalisasi yakni menjadikan suaty perilaku

yang schelummnya perilaku bebas menjadi perzlaéu yang terlarang dan diancam sanksi,
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Pendahuluan

Kejahatan adalah salahsatu indikasi denyut
jaman. Ini adalah klaim kriminolog yang serupa
(subyektifnya) tapi tak sama, dengan Kklaim
antropolog saat melihat pola pertanian, klaim
ilmuwan politik saat mengamati perkembangan
demokrasi atau ketika arkeolog mengklaim
mengetahui tanda-tanda perihal akhir jaman
saat membaca tekstur di dinding bangunan
~ kuno.

Namun tidak semua jenis kejahatan
‘merefleksikan  jaman dimana dia  hidup.
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Khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan ini
sarat dengan scjarah perkembangan’ modus
bagaimana melakukan kejahatan inil Kejahatan
kekerasan juga berwarna-warni bila  dilihat
siapayang melakukannya, demikian pula
tujuan dan motifnya. Kata kuncinya: tinggi
ketidakterdugaannya!

Sungguh  salah apabila ada orang
mengatakan, kejahatan sekarang bertambah
sadis. Ada orang dipotong-potong. Ada orang
dibunuh hanya karena saling lihat-lihatan. Ada
pembunuh berusia 8 tahun. Masyarakat tambah
sakit. Mengapa salah, mengingat kejahatan
kekerasan sebenarnya tidak memiliki pola. Atau,
pola kejahatan kekerasan adalah tak berpola
itu sendiri. Atau, peak atau puncak ekstrim
dari suatu kejahatan sebenarnya telah terjadi
beberapa waktu lalu.




e '_'sama sepern kekerasan im scndm,
R bentuk dan besaran yang ama

i ':bentﬁk ekstnrh telah pernah terj adli tahun 70-
'schmgga praktls bisa dikatakan bahwa mutﬂasz_ ;

sa dimana ke_]

- benkutnya sebenarnya udak ada apa apanya

Bagazmana dengan konteks globaP Sama
saja. Terdapat klaim bahwa di panggung dunia,
kejahatan adalali pemain utama dan. bakal
semakin mcnjadl fitur tak terplsahkan dari
budaya global, Seperu halnya konsumensme
menjadi . fitur. utama globahsam, beg1tu pula
ke_]ahatan perlu dlpab.axm sama sepertl kita
memahami elemen-elemen dari sistem pasar

bebas duma (Fmdlay, 1999).

‘Tulisan ini | pada * dasarnya - ingin
membica'rakan tiga hal besar secara bersamaan.
Yakni -hubungan antara kejahatan, ideologi dan
keberadaan korban, Terkait dengan kejahatan
dan ideologi, berupaya menjelaskan bahwa
ideologi tertentu yang temiliki kedekatan pada
kemunculan penlaku jahat, Walau sulit untuk
mengatakan ada ideologi jahat; tetapi praksisnya
mengatakan demikian. Sementarasitu, korban
adalah akibat langsung dari kejahatan itu sendii.
Dalam hal inilah kemudian kita bicara tentang,
jangan-jangan ada korban yang memang
dilumrahi untuk jatuh terkait ideologi tertentu.

Kejéhatan

Kejahatan sebagai perilaku sebenarnya
tak ubahnya perilaku lain pada umumnya yang
memiliki motif dan tujuan. Ada motif-motif
konvensional, mulai dari yang bersifat afektif
(cemburu, iri, marah), materiil (harta, uang),
kelompok (solider, jiwa korsa) hingga yang tidak
lagi konvensional seperti psikologik (psikotik,

'_-=perx1aku yang kemuchan_. ija
'__'yang balk dalam hal apa yang menjadl tujuan
ar: .__dziakukannya kejahatan tertentu, blsa berupa'.'-""'

~tujuan rnatemi afekt1f onenta51 kelompok atau e
r __:_:yanglam L S e

Mas1h terkalt mot1f umumnya da
kejahatan
-seringkali -

‘asomasmya pula dengan «jenis -
“tertentu.  Kejahatan kekerasan
' dﬁgkukan dengan kandungan afek yang ekstrim
(;‘asa'.hl_arah,-*benci, dendam luar biasa) pada
pelakunya, Sementara itu, motif ekonomi dekat
dengan jenis kejahatan ‘non-kekerasan, mulai
dari kejahatan ekonomi biasa hingga yang sudah
masuk klasifikasi sgphisticated crime. Salahsatu
yang masih tergolong sophisticated adalah
kejahatan cyber (cyber crime). Belum selesai kita
‘menghadapi computer crime, lalu dihadang lagi
dengan high technology-related crime, ditambah
pula dengan information-age crime, dan akhirnya
sckarang ~berhadapan dengan cyber crime
tersebut {Brenner, 2007).

Adakah kejahatan tanpa motif (mosfveless
crime)? Ada. Terdapat dua penjelasan. Pertama,
kejahatan yang dilakukan terkait spontanitas
saja: saling lihat atau saling pepet'di jalan raya
dan berujung pada konflik fisik. Kedua, kembali
pada definisi terminologikejahatan tanpa motif
yang mengacu-pada dempetnya atau bersatunya
peran pelaku dan korban secara bersamaan. Ini
terjadi dalam kejahatan aborsi, prostitusi dan
penggunaan narkotika.

Bebasnya manusia digerakkan oleh motif
dan tujuan kejahatan, menjadikan terus-menerus
kuat pandangan klasik dalam kriminologi bahwa
manusia memiliki kehendak bebas untuk berbuat
atau tidak berbuat kejahatan. Pandangan ini
kemudian dikoreksi oleh pandangan neo-klasik
yang memasukkan beberapa variabel baru dalam
rangka memutuskan terlibat atau tidak dalam
suatu kejahatan. Pandangan klasik ini kemudian
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. penduga :




'erdlkotomi_ Crus-menerus dengan pandangan
tik yang. sungguh melihat banyak faktor
:.-'.kendah manusia saat berbuat kejahatan

'&; Henry, 2004 hal 72-90).
Perlu dlketahul, kejahatan ‘tidak seiamanya

ik -'--_merupakan tmdak pidana (crzmzmzl act).

 Untuk ‘menjadi tindak pidana, maka perlu ada
_ ._-.upay_a ‘negara: melakukan kriminalisasi yakni

' menjadikan sustu pecilsku yag sebelumnya

| - perilaku bebas menjadi perilaku yang terlarang

dan diancam sanksi. Tentu perlu terdapat proses
formal dan politis dalam rangka menjadikan
suatu perbuatan - bebas menjadi perbuatan
pidana.  Begitu pula sebaliknya, selalu mungkin
terdapat tindak pidana yang oleh negara di-
dekriminalisasi-kan sehingga menjadi perbuatan
bebas. Douglas Husak (2008) menyebutkan,
bahwa = baik . kriminalisasi
kriminalisasi memiliki batas untuk ditangani
oleh hukum pidana. Hukum pidana akan bekerja
- terlalu keras apabila terjadi over-criminalization
a?abiia semua penyimpangan dikodifikasi dan
diberi sanksi, dan sebaliknya.

maupun  de-

- Pembagian - kerja  antara = kriminologi
dan ilmu hukum tetletak pada sudah atau
belumnya suatu perbuatan menjadi tindak
pidana. Ilmu hukum “mempelajari pola,
proses, sistem dan aneka Ketentuan dalam
rangka penegakan hukum atas statu tindak
pidana. Sebaliknya, kriminologi mempelajari
kejahatan dan perilaku menyimpang saat
belum/tidak dikriminalisasi. Atau, kalaupun
sudah mengalami kriminalisasi, kriminologi
mempelajari berbagai hal (misalnya biaya
yang dikeluarkan dan dampak yang diperolch)
ketika kejahatan cq. tindak pidana tersebut
ditegakkan oleh aparat hukum. Hal ini biasa
ditelaah dalam topik mengenai #he economics
of crime contrel, mengingat penegakan hukum
mempergunakan dana negara yang terbatas
dan tidak hanya ditujukan pada satu-dua
tindak pidana saja (Phillips & Votey, 1981).

: Peiaku i)endeologl
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Sepert1 telah .dxsebutkan

atau dominan (dominant ideology) dari sistem
politiknya, :

Berangkat dari pengalaman saat aparat

penegak hukum dari masa ke masa menangani
pelaku kejahatan berideologi kuat, maka selalu

terdapat kesulitan situasi mengatasi pelakunhya.

Jika pada konteks kejahatan kekerasan, bisa

dilihat dengan mudah niat jahat (means rea)
dan konsep diri jahat (crimina/ self~concep?)
pada pelakunya, tidak demikian dengan pelaku
kejahatan bermotifideologi. Alih-alih menerima
kesalahan, kelompok ini malah menuding majelis
hakim sebagai penjahat itu sendiri.

Pada kalangan ini, maka tifidakan-
tindakannya harus dimaknai sebagai tindakan
politis, bahkan tindakan politikydalam rangka
mengupayakan perubahan négara yang dimulai
dari perubahan ideologi. Maka wajar jika pelaku
tidak merasa memiliki niat jahat, apalagi konsep
diri jahat. Seiring dengan itu pula, kejahatan
ini kemudian diklasifikasikan sebagai kejahatan
politik (political crimes), dimana saat menjalani
proses pidana atau saat telah dipidana, yang
bersangkutan disebut sebagai tahanan politik
atau narapidana politik.

Bisa dibayangkan benturan antara apa
yang menjadi pegangan pelaku dan apa yang
dilakukan penegak hukum. Penegak hukum
secara konsisten mempergunakan dasar “apa
yang dilakukannya® dan sejauh mana melanggar
undang-undang tertentu maupun ketentuan

1de010g1 v
'berkemunglﬂnan menjadi motif dan tujuan . -
kejahatan sekaligus atau tidak. Disebut sebaga{_f':ﬁ_{_ o
motif, saat sescorang melakukan kejahatan
tertentu didorong pemahamannya akan 1deolog1 e
tertentu. Sementara ideologi menjadi tujuan
kejahatan jika terdapat harapan atau keinginan -
dari pelaku, bahwa melalui tindakannya, 1deoiog1' St
yang diyakininya akan menjadi ideologi yang
memerintah (governing ideology) dari negaranya - =




- '_-'1dcolog1 &ang dlyakmmya

ang&urangnya dlbenarkan, oieh

e 'dalam ‘mempelajari 1deolog1 itu sendm Namun '
:'-setldak-tldaknya kr1m1n010g1 mehhat terdapat
' beberapa 1deolog1 yang: cenderung tampﬂ atau
v -'.terhhat agres1f mengancam dan dekat dengan

kekerasan Jlka menyebut; fasmsrne, misalnya,
 maka persepsi kita. akan terbentuk pada_ aksi-
ak51 ‘beberapa - negara yang inyasif dan-lapar
- perang. Ideologi yang turun dari ‘aras. rasial,
seperti chauviniste, juga kerap melahirkan aksi
kekerasan pada penganutnya. -

--Khususnya ketika pelaku kejahatan dengan
motif politik itu dilakukan oleh penguasa atau
pemerintah yang sah, maka dikenal kemudian
konsep kejahatan negara (sfate crime). Dalam
hal ini terdapat beberapa konsep yang mirip
seperti siate-apparatus criminality, state-related
crim z'nalz'z‘y dan state-sponsored criminality.

Sz‘ate—appamtus criminality melihat pada
kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara
tetapi dengan motif dan tujuan yang tidak ada
hubungannya dengan jabatannya. Polisi yang
membunuh atau tentara. merampok, misalnya,
adalah contohnya. State-related criminality
mengacu pada berbagai kejahatan yang, sering
terkait dengan keberadaan, peran dan fungsi
negara. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of
power) atau korupsi dapat dimasukkan dalam
kategori ini. Selanjutnya, state-sponsored
criminality mengacu pada kejahatan (yang
umumnya terjadidinegaralain) dimana dilakukan
sckelompok orang terlatih serta didukung/
disponsori oleh negara lain yang merupakan
musuh negara tersebut. Hal ini dapat berbentuk
mulai dari tindakan teror, pemberontakan dalam
negeri hingga penyusupan anasir intelijen guna
mengganggu negara lawannya,

Pihak yang melakukan kejahatan, baik

dengan motif pohtlk sehmgga d1sebut palztzca[iy-_'.: .
matwaz‘ed crzmznalzz:y o

Indonesza sendm tclah pemah mengalann g
berbagal aktivitas. non- negara sepetti di atas,
Indonesia hari- hari ini disibukkan dengan teror.
Namun. dem1k1an ‘pada masa lalu, kita juga
mcngenal aktivitas teror serupa, demikian pula
aktivitas clandestine (perjuangan GPK Timor-
Timur), insurgency (perjuangan GAM Aceh),
gerilya (pefjuangan  kemerdekazn), konflik
horisontal (kerusuhan Ambon) hingga kudeta
(kasus GSOS/PKI) '

-~ Mengingat motif dan tujuan yang politis,
maka ‘dalam aksi kejahatan, kriminolegi lalu
melihat ada pola yang juga khusus dan khas.
Pertama, pelakunya bersedia bekerja untuk
suatu pemerolehan (gain) yang tidak kelihatan
atau material (tangible), bandingkan /dengan
pelaku kejahatan pada umumnya yang segera
ingin memperoleh dan menjual hasil kejahatan.
Kedua, tidak ada kekhawatirantintuk tertangkap
atau dihukum, sehingga” mampu melakukan
kejahatan secarasterbuka dan (terlihat) nekad.
Ketiga, kesediaan menempuh kematian; hal
mana mampu membuat pelaku mampu beraksi
pada saat dan tempat yang tak terduga.

Perhatikan bahwa ketika politik, apalagi
ideologi bekerja, maka tidak mudah menyebut
suatu pihak sebagai salah dan pihak lain sebagai
benar. Titik kebenarannya ada pada pelaku
itu sendiri dan dilawankan dengan keadilan
hukum yang menjadi hegemoni negara. Disini
menariknya, ketika hegemoni negara berganti
(ditandai dengan pergantian rezim), maka
apa yang disebut dengan keadilan hukum juga
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-.non negara,. chrnana .formatnya. bisa beru .
TaE 'mulm dari teror, clandesfme, insurgency, gerﬁya'.:_
Knmmologz sebenarnya tldak teﬂalu.- hingga kudeta dalam entuk perang kota. Arnat: o
munglqn ke_;ahatan kekerasan pada umumnya . -

'(sepern pembunuhan pemerkosaan) dﬂakukan”f.-”_




5 '-.ikorban' kejahatan beliim menjadl perhanan
Namun kemudian, tumbuh suafu pemahaman

~ bahwa hal itu tidak adil mengingat banyak sekali
- perhatzan diberikan kepada pelaku kejahatan,
“kepada perbuatan _]aha‘_t itu sendiri serta berbagai
reaksi terkait hadirfiya pelaku dan ‘perbuatan
 jahat terééb'ut dan tidak bagi orang/kalangan
yang terdampak aklbat perbuatan itu.

Stuch korban dengan demikian adalah
~ respons _knmmoi_ogz _agar  menjadi  aktual
_ di".'ﬁlasyarékat, 'mehgingat - beberapa hal
sebagai berikut: Pertama, studi korban dapat
dipergunakan sebagai jalan masuk mengungkap
kejahatan-dan pelakunya. Kedua, studi korban
dapat dipergunaken guna mencegah terjadinya
kejahatan serupa mengingat para calon korban
(atau orang yang potensial sebagai korban) telah
waspada dan ‘melakukan upaya pengamanan
secukupnya. Ketiga, studi korban bisa dijadikan
indikator dalam aktivitas ‘pengungkapan atau
pemberantasan kejahatan, yakni berdasarkan
seriusitasnya. Keinginan agar ilmus, menjadi
aktual dan menjawab masalah masyarakat terkait
kejahatan tersebut pada dasarnya mewakili aliran
yang dikenal sebagai comsumerist criminology

(Wilkins, 1984).

Terdapat konsep terkenal dalam studi
korban yakni viktimisasi (victimization). Konsep
itu mengacu pada suatu situasi atau proses
dimana seseorang atau lebih menjadi korban
atas tindakan pihak lain namun tanpa ada
kemungkinan (atau kecil kemungkinan) dari
yang bersangkutan untuk lepas dari jerat situasi
yang membuat dirinya sebagai korban. Konsep
ini memperlihatkan bahwa menjadi korban
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(ke_]ahatan) bukan sekadar karena kita Iengah..__ -
atau lalai, atau sckadar kalah fisik dan terkena

tipu- daya, melainkan beradanya kita dalam -
-situasi dimana kemungkinan kita tahu bahwa::'_'_.'_': 5
_dm kita menjadl korban, namun tidak bisa /-

dengan mudah keluar atau mengelak

“Ambil c_ontoh, para Tenaga Kerja Indonesi.g::.'-'_-
(baik yang pria atau lebih-lebih wanita) yang
scringkali menjadi sasaran “kekerasan oleh S
majikan, menjadi korban pelecehan seksual
atau gajinya tidak dibayar. Fakta itu tidak juga
menyurutkan niat banyak warga negara untuk -
menjadi “TKI ‘secara illegal betapapun telah

terdapat moratorium (khususnya terkait negara-

negara I'imur Tengah).

Terkait teror, misalnya, maka konsepsi
viktimisasi pada sub-madzhab viktimologi
kritis, melihat bahwa hampir semua orang

sudah berada pada posisi siap dipilih sebagai

korban saat berada di tempat-tempat umum. Ini

terkait dengan banyaknya serangan teror yang

terjadi secara acak dan mengakibatkan korban
yang acak pula. Bukankah kita tidak mungkin
selamanya menghindari tempat-tempat umum
tersebut?

Bagaimana peran negara untuk melindungi
warganegaranya menjadi korban? Dalam hal
kasus TKI, peran negarassudah ada walau
terbatas. Indonesiawsdalam hal ini berjalan
tertatih-tatth mengingat keterbatasan anggaran
dan kompleksnya masalah. Mengapa negara
harus berperan, mengingat jatuhnya seseorang
atau lebih dalam situasi menjadi korban dapat
dilihat sebagai kegagalan negara. Pada saat
warga negara telah melepaskan cukup banyak
hak azasinya kepada negara, menjadi bermasalah
jika ketika terjadi apa-apa pada individu atau
kelompok tersebut, maka individu atau kelompok
itu sendiri yang harus menanggung akibatnya.

Perhatikan bahwa pada aras berpikir yang
lain, terdapat pemikiran bahwa setiap orang yang
menyadari potensinya sebagai calon korban bisa




Masalahnya, baga1mana apabﬂa : yang

T 'ter‘]adl adalah kejahatan negara atau’ minimal
" kejahatan pohtlk, yang berpotensi menimbulkan

- korban secara 1mpersonal random dan massal.

. ~Maksudnya, seseorang menjadi korban bukanlah

karena konflik antara’dirinya dan pelaku, tetapi
semata~-mata akibat satu atau lebih variabel

primordial yang fielekat padanya, Inilah yang, ; tidak - menjaclt korban kejahatan mengingat

* kejahatan politik dan teror bisa terjadi dengan
: _mengambﬂ konteks “simbolik saja dan tidak
Vil -menyerang personahtas tertentu, i

men_]ach sasarani kebencian dari peiaku maka
disebut p_ul_a kej a_._h_atan _keben__c;a_r; atau hate crimes.

Ponvup |

Terkait - hubungan ~ antara

sekurang-kurangnya pada konteks kejahatan
politik, demikian pula kejahatan teror, (sebagai
kejahatan-kejahatan  bermotif ideologi) dan

jatuhnya korban yang impersonal, anonim dan

massal.’

Dalam kaitan itu, dapatdisimpulkan sebagai
berikut:

Pertama, sulit upaya pencegahan kejahatan
bermotif politik dan dengan pelaku yang
berideologi. Pada saat sistem peradilan pidana
masih  didominasi pemikiran klasik dan
positivistik, cukup sulit menerima dan memberi
treatment pada kalangan ini

Kedua, sulit dilakukan upaya penyadaran
pada pelaku. Pada konteks pelaku tindak pidana
teror, maka program deradikalisasi berjalan

3 aks

. _ kejahatan,
pelaku berideologi dan korban, maka - tulisan -
ini telah ‘mencoba memperlihatkan kaitannya, =
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. ""'f"bagl tmgg1 rendahnya ke_;ahatan 1tu senchn ]ach,'i_ ~ memverifikasi
o dirinya tidak hanya semata-mata aman, tetapi
S juga pen_]ahat secara keseluruhan tidak lagi -
- tertarik untuk: melakukan ke_;ahatan yang sama' -
' -.'_j.'_-(Roshler, 1989 114 126) e

Keuga, suh upaya pendeteksmn : |

demxklan pula pencegahan

aksi kejahatan yang bisa dipilih dandilakukan,
yang tentunya bisa dilakukan dimana sa}

_ Keempat, sulit upaya mencegah orang agar
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serta
L pengungkapannya Sekali. lagi karena’ mot;fnya_ i
. pohns, maka proses kalkulasz keJahatan pelaku’
'bendeologl amat berbeda dengan pelakui .

kejahatan_ pada umumnya Kesed1aan untuk
‘mati, misalnya, dengan gampang ditemm Hal
ini mempengarﬁh; pada kemampua.n dan pola






